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Triwulan I, Realisasi Keuangan

APBD 2017 Jauh dari Target

Denpasa. , 3ali Post) -
Realisasi keuangan
Seperti pada triwulan pe

lam APBD Provinsi Bali 20
rtama,

17 masih jauh cian fargef.
realisasi keuangan sejatinya ditarget 22%. Na-

mun hingga saat ini baru terealisasi 5,30%. Data itu disampaikan Kepala Biro

Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi
Kantor Gubernur ,Bali, Jumat (5/5) kemarin.

“Realisasi keuangan 5,30%
dari target 22%, jauh sekali itu.
Banyak kendala. Pertama, ke-
marin kajian saya kan karena
OPD (Organisasi Perangkat
Daerah, red) baru terbentuk,”
ujarnya. Menurut Laba, realisa-
si keuangan Dinas Pendidikan
Provinsi Bali tercatat paling
rendah dibandingkan OPD

lainnya. Utamanya terkait

masalah keterlambatan gaji
guru non-PNS hingga tiga bu-
lan. Ada beberapa persyaratan
yang menghambat pencairan
gaji. Mulai dari syarat jam men-
gajar minimal 24 jam unt

bisa digaji sesuai UMP, hingga

‘persoalan Surat Keputusan

(SK) yang masih kacau. Meng-
ingat, ada pula guru non-PNS
yang ber-SK Kepala Sekolah

Bali I Nengah Laba saat ditemui di

‘atau 'Kx‘)m'ite, selain SK Bupati/

Wali Kota.
_ ‘Ttusebagai kendala mereka.
Jadi ya... maklum saja karena
pertama ini dengan beralihnya
kewenangan, yang tadinya dari
kabupaten jadi provinsi, ini kan
penyelesaian administrasi yang
cukup rumit,” jelasnya.

Kendati realisasi keuangan
masih rendah, lanjut Laba,

* tidak demikian dengan real-

_isasi fisik. Meskipun, capaian

. realisasi fisik pun sebetulnya

masih di bawah target yang
ditentukan. Sejauh ini, realisasi
fisik sudah mencapai 15% dari
target 22%.

- Dikonfirmasi terpisah, Ke-
pala Dinas Pendidikan Provinsi
Bali TIA Kusuma Wardhani tak

“_menampik bila realisasi keuan-

gan pada dinas yang dipimme
nya masih belum mencapai
target. Masalah administrasi
yang belum terselesaikan uta-

manya menjadi penyebab hal

itu. Termasuk ketika bi(lv:ra Eaji
guru non-PNS yang terlambat.
~ “Kan ada masalah admin-

istrasinya karena pengampra-
han. Walaupun sudah tereal-
isasi mungkin di bulan Maret
ada yang belum terselesaikan
administrasinya,” ujarnya.
TIA menambahkan, renda-
hnya realisasi ke bukan
berarti tidak ada kegiatan yang
“berjalan di Dinas Pendidikan.
Bisa jadi ada kegiatan yang
belum ditenderkan sehingga
turut memengaruhi realisasi
s g By 22
di; pa p 6,
nﬁfgengan belanja daerah
Rp 6,651 triliun. Khusus untuk
anggaran fungsi pendidikan
dialokasikan sebesar 30,52%.
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